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SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN NAHWA NUR
Nomor : 001/SKEP/YNN/SMPIT/VII/2016

Tentang
PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU NAHWA NUR

MEMIMBAMNG i 1, Bahwa untuk melaksanakan wisi dan misi yayasan dipandang perlu
mewljudkan dalam bentuk pendidkan formal.
2. Optimalsasi asset Yayasan Mahwa MNur bentuk pendidikan formal
setingkat sekolah menengah pertama {SMP) untuk pilihan yang sesuai

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2004 tentang

perubahan atas Undang-Undang MNo. 16 tahun 2001 tentang Yayasan

2. Undang-undang Mo. 20 Yayasan tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Masianal

3. Akta Motaris Pendirian Yayasan Mahwa Nur, Notaris Qurbahnum, SH
tanggal 16 April 2005 Momor 3 (berkas dinyatakan hifang)

& Akta Motaris Pendirian Yayasan Nahwa Mur, Motaris Qurbahnum, 5H
tanggal 4 Maret 2021 Nomor 2

5. Akta Perubahan Yayasan Mahwa Mur, Notaris Dr, Daking Setyono,
5H..MH.,MKn tanggal 21 April 2017 Nomer 28

MEMPERHATIKAN - 1 Hasil Rapat Pleno Pengurus Yayasan Nahwa Nur tanggal 1 Juli 2016
2z, ADJART Yayasan Mahwa Mur
MEMUTUSKAN
MEMNETAFKAN
PERTAMA : Yayasan Nahwa Nur menyelenggarakan pendidikan formal bernama
Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Mahwa Mur
KEDUA ¢ Pelaksanaan Pendirian dimulai tahun ajaran 2017-2018
KETIGA . Menugaskan tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu
(SMPIT) Nahwa Nur untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam
kegiatan SMPIT Nahwa Mur sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan
KEEMPAT Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak
pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang tidak terikat
KELIMA Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian han terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan,

D : BOJONGGEDE

HarifTanggal, :Senin /4 Juli 2026
¥ g,

PRIA All, S.E., M.5¢
~'Ketua Yayasan Nahwa Nur




&,

b. melakukan dan/atau memissiitas perjesninan mutu pendidikan d:
satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar
Nasional Pendidikan;

c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutsn kepada peserta dicik yang
memiliki potensi kecerdasan dan/stsu bakat sumewa untuk
mencapai prestasi puncak di bidang iimu pengetahuan, teknologi.
seni, dan/atau ula.hragn pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan,
kabupaten / kota, provinsi, nasional dan internasional;

d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan
pada satuan pendidikan yang berbasis teknologn informasi dan
komunikasi;

e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
sesual dengan Standar Nasional Pendidikan;

f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah
milik sendiri atas nama vayasan dan atau cara lain yang sesuai
dengan peraturan/perundang-undangan vang berlaku, tidak
sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan
proses pembelajaran.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan
dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan
kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang
mengajukan izin pendinan baru;

HKEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian
terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya
kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnva
menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat
dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA :  Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA
dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja
sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka
Keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM : lzin Pendirian Sekolah Menengah Pertama [SMP) Swasta ini berlaku
sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KETUJUH : Badan penyvelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
melalui Sitem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik dari Lembaga O3S Republik Indonesia;

KEDELAPAN :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal :© {4 DEC 2008

a.n. BUP&TI BOGOR

NIP, 196307131992031006
Tembusan :
- ¥th. Menteri Pendidikan dan Kebudavaan Republik Indonesia di Jakarta,
. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
. ¥th. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
. ¥th. Inspektur Kabupaten Bogor;
. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kescjahteraan Rakyvat pada Setda Kabupaten Bogor,
. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
. ¥Yth. Camat Bojonggede Kabupaten Bogor,
. Yth. Kepala Desa Cimanggis, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.

(UTEF WO ]
6 &k TETHEGT &6&65

o=l 3N e Gl B e




3

20. Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penvelenggaraan Pelavanen Terpadu Sato Pintu Daersh (Berita
Negara Republik indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

21. Peraturan Daesrah Kabupaten Bopor Nomor & Tahun 2011 tentang
Penyelenggarasan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupsaten Bogor
Tahun 2011 Nemor 6. Tambshan Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 56/,

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah [Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs: serta Tata Kerja Dinas
Pendidikan {Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);

24, Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ([Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);

25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2j;

26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
{Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);

27. Keputusan Bupati Bagor Nomeor 503/64 /Kpts/Per-UU /2017 tentang
Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan,

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomer : AHU-3328.AH.01.04.Tahun 2011 tentang
Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Nahwa Nur, tanggal 13 Jum
2011;

2. keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-0000279.AH.01.05.Tahun 2017 tentang
Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Nahwa Nur, tanggal
18 April 2017;

3. Hasil Studi Kelayakan lzin Pendirian SMP (Swasta) Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor, tanggal 13 Nopember 2018 tentang Rekapitulasi
Nilai Hasil Kajian Pendirian SMPIT Nahwa Nur;

4. Berita Acara Rapat Pembahasan lzin Pendirian Sekolah Menengah
Pertama (SMP| Swasta Nomor : 87 /BAP.IP-SMP/X /2018, tanggal 22

Oktober 2018.
MEMUTUSKAN
Menetapkan -
KESATU :  Memberi izin kepada :
Nama Lembaga : YAYASAN NAHWA NUR
Alamat : JL Raya Pura Kavling BFK Blok A.02, Kp. Cipeucang

RT.002 RW.005, Desa Cimanggis, HKecamatan

Bojonggede, Kabupaten Bogor
Untuk mendinkan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

[SMP) Swasta ;
Nama : BMPIT NAHWA NUR
Alamat : Jl. Raya Pura Kavling BPK Blok Al No. 05, Kp.

Cipeucang RT.001 RW.005, Desa Cimanggs,
Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku
sepanjang mematuhi semua keténtuan vaity :

4 menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan,
bag peserta didik vang orang tua/walinya tidak mampu membiayvai
pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di
daerah khusus;
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Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No .40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751080, Fax {Eh; 8750871

Website | www.dpmptzp. bogorkab. go.id - armail

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
Nomor : 421.3/078/ 00035 /DPMPTSP/2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA

SMPIT NAHWA NUR

DESA CIMANGGIS KECAMATAN BOJONGGEDE

3.

BUPATI BOGOR

bahwa dalam upaya meningkatkan pelayvanan dan pemerataan
pendidikan dasar kepada masvarakat, serta mewujudkan
pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan 1zin
Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMPIT
Nahwa Nur vang berlokasi di JI. Raya Pura Kavling BPK Blok A1 No
05, Kp. Cipeucang RT.001 RW.005, Desa Cimanggis, Kecamatan
Bojonggede, Kabupatlen Bogor;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam
hurul a, perlu penetapan Keputusan Bupatu Bogor, tentang [zin
Pendirian Sekolah Menengah Pertama {SMP) Swasta kepada SMPIT
Nahwa Nur yang berlokasi di J. Raya Pura Kavling BPK Blok A1 No
05, Kp. Cipeucang RT.001 RW.005, Desa Cimanggis, Kecamatan
Bojonggede, Kabupaten Bogor.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8
schagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4301
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Daosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496):
Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Draerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
schagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9@ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
a8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemenntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
S6B01):

&. Peraturan Pemerintah. .,
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